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ABSTRAK 

Skripsi ini mengkaji masalah kawin hamil di Desa Pondokrejo dengan 

memfokuskan pada pemahaman dan praktik di kalangan masyarakatnya. Praktik 

kawin hamil ini yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pondokrejo 

dilatarbelakangi seperti di masyarakat lain oleh kehamilan di luar nikah. Praktik 

kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan 

perkawinan dalam keadaan hamil diperbolehkan. Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyebutkan bahwa wanita dalam keadaan hamil boleh menikah 

dengan laki-laki dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang. Praktik kawin hamil 

yang ada di Desa Pondokrejo mempunyai keunikan sendiri yaitu adanya 

pengulangan setelah kelahiran bayi. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji 

tentang alasan masyarakat di Desa Pondokrejo melakukan perkawinan dalam 

keadaan hamil dan pemahaman serta praktik kawin hamil.  

Penelitian ini penyusun gunakan dengan metode lapangan (field research). 

Dengan penelitian penyusun datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan 

kepada masyarakat di Desa Pondokrejo untuk mengetahui pemahaman 

masyarakat dan praktik yang terjadi pada masyarakat terhadap kawin hamil. 

Selain observasi pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan 

beberapa pihak yang terkait dengan isu tersebut seperti Kepala Dukuh, Ketua RT, 

Ketua RW, masyarakat dan pelaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati bagaimana 

pemahaman masyarakat dan praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo kemudian 

dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk 

mengetahui alasan masyarakat memperbolehkan kawin serta praktik yang ada di 

dalam masyarakat dengan melihat dari  pencatatan dan pengulangan 

perkawinannya. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Pondokrejo dalam 

memperbolehkan kawin hamil karena untuk menutup aib, memperoleh status anak 

dan pertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya. Adapun pemahaman 

masyarakat terhadap kawin hamil dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama 

kelompok yang membolehkan praktik perkawinan hamil dan yang kedua 

kelompok yang melarang perkawinan dalam keadaan hamil. sedangkan terkait 

dengan praktik kawin hamil penulis menemukan bahwa seiring dengan 

pemahaman masyarakat dapat ditipologikan menjadi tiga yaitu pelarangan, 

pemperbolehkan kawin hamil dengan syarat dan tanpa syarat, sedangkan 

pembolehan dilakukan dengan  pencatatan serta adanya perkawinan ulang pasca 

kelahiran. 

 

Kata Kunci: Perkawinan wanita hamil, kawin ulang. 
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                   



“Janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. 17 Al Israa: 32). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap 

orang yang saling mencintai mengharapkan hubungan mereka akan dipersatukan 

pada jenjang perkawinan. Ada banyak alasan setiap pasangan melakukan 

perkawinan yang salah satunya adalah untuk melaksanakan Sunnah Nabi. Namun, 

tidak semua orang melakukan perkawinan karena alasan tersebut. Ada di antara 

mereka yang menikah dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga. Karena, telah 

terjadi perzinaan terlebih dahulu dan terjadi kehamilan pada wanita sebelum 

adanya perkawinan yang sah. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan 

perempuan di luar perkawinan atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan 

nikah yang sah.1 

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, perkawinan bukan hanya 

dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Perkawinan sendiri 

telah diatur dalam ketentuan hukum-hukum Islam yang digali dari sumber-sumber 

yang baik yaitu Al-Qur’an, As Sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Dalam Islam 

tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup 

2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata 

                                                           
1 Syaifuddin Mujtabah, Nikmatnya Seks Islami, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 

132. 
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3. Untuk mendapatkan keturunan.  

Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas 

dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun individu, keluarga dan 

masyarakat yang lebih baik.2 Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3 Manfaat dari perkawinan dalam Islam 

sendiri adalah menjaga kesucian, memiliki keturunan, melengkapi ibadah, 

menjauhkan dari zina, memenuhi tuntutan manusia yang asasi, membentengi 

akhlak, menegakkan rumah tangga islami, menjalin silaturahim antar keluarga 

besar, menyempurnakan separuh agama.4 

Di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju 

di bidang pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan 

dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, 

komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat diakses dengan mudah. Akan 

tetapi, adanya perkembangan zaman yang sangat canggih yaitu dengan banyaknya 

pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma yang ada 

                                                           
2A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Dan Rujuk), Cet Ke-

2, (Bandung: Penerbit Al-Bayan,1995), hlm. 17. 

3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 

4https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam Diakses 

pada hari Kamis, 4 Januari 2018 Pukul 08.30 WIB. 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam
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dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarnya media yang 

telah merambah kepelosok nusantara. Dengan mudahnya mengakses fitur-fitur 

yang negatif seperti pornoaksi dan pornografi, yang dapat menimbulkan 

perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa 

mengontrol emosi dan hawa nafsunya. Selain itu banyak remaja yang berpacaran 

tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka 

merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Perbuatan tersebut seperti 

seks bebas, perzinaan dan pelacuran yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak 

asing bagi masyarakat. Fenomena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan 

yang menyebabkan terjadinya perzinaan, dapat berdampak pada terjadinya 

kehamilan di luar nikah.5  

Pada zaman sekarang tidak sedikit seorang wanita hamil di luar nikah dan 

perbuatan tersebut tidak lagi merupakan hal yang aneh.6 Untuk menutup aib 

wanita hamil maka dengan cara menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu:  

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

                                                           
5 Tia Nopitri Yanti, “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Penikahan Wanita 

Hamil Diluar Nikah”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2009), hlm. 5.   

6 Misbah Aulawi, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. 

Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat Dan Madharat Terhadap Pasal 53 

KHI)”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 2. 
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2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.7 

Dengan adanya aturan dalam Pasal 53 KHI, telah mengandung suatu 

kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat lahir 

dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, 

kehormatan dan masa depannya, karena dalam hukum Islam anak yang dikandung 

itu bersih dan yang meliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan zina.  

Akan tetapi, besar kemungkinan dapat disalahgunakan oleh sebagian orang yaitu 

dengan melakukan perbuatan zina terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan 

yang sah.8 

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Pondokrejo, dengan 

banyaknya wanita hamil di luar nikah.9 Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan 

setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi. Untuk menutup aib dari wanita 

hamil tersebut maka secepatnya dilakukannya perkawinan tanpa menunggu bayi 

tersebut lahir. Jika zaman dahulu seseorang melakukan perkawinan wanita hamil 

selalu digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Namun, berbeda pada saat ini 

                                                           
7 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. 

8 Abtadiussholikhin, Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sad 

Al-Dzari’ah), Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 4. 

9 Wawancara dengan Ibu Nanin, Bidan Puskesmas Pembantu Desa Pondokrejo, Tanggal 

27 Desember 2017. 



5 
 

masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal tersebut wajar-wajar 

saja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat mengadakan penelitian 

yang bentuk skripsi untuk mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat 

terkait ketentuan perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam dan praktik perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel dengan 

mengambil sebuah judul: “Praktik Kawin Hamil Di Sleman (Studi Di Desa 

Pondokrejo Tempel)”. Mengingat luasnya Desa Pondokrejo yang terdiri dari 11 

(sebelas Dusun) dan agar pembahasan skripsi lebih tematis, sistematis dan 

komperensif, maka penyusun membatasi hanya 5 (lima) Dusun saja, yaitu Dusun 

Dukuh, Dusun Jlopo, Dusun Watupecah, Dusun Jenengan Dan Dusun Mlesen.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan sebagai brikut: 

1. Apa alasan perkawinan wanita hamil yang dilakukan masyarakat Desa 

Pondokrejo? 

2. Bagaimana pemahaman dan praktik perkawinan wanita hamil di kalangan 

masyarakat Desa Pondokrejo Tempel?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui alasan perkawinan wanita hamil yang dilakukan 

masyarakat Desa Pondokrejo. 

b. Untuk mengetahui pemahaman dan praktik perkawinan wanita hamil 

di kalangan masyarakat Desa Pondokrejo Tempel. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah 

a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan 

pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi ilmiah yang akan 

digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan 

dengan perkawinan wanita hamil menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam. 

b. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman 

tentang perkawinan wanita hamil. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk 

mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian 
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yang akan dilakukan oleh seorang penulis.10 Telaah pustaka juga digunakan 

penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian 

lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan penelitian yang mempunyai signifikasi dan konfigurasi. 

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah dan menemukan 

beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji tentang perkawinan 

wanita hamil, diantaranya, 

Terdapat banyak karya ilmiah berupa skripsi melalui pendekatan empiris 

Skripsi oleh Misbah Aulawi yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat 

Zina Di Desa Banguntapan KEC. Banguntapan KAB. Bantul Yogyakarta (Studi 

Tentang Maslahat dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)”. Merupakan salah satu 

Penelitian yang menjelaskan mengenai pandangan para tokoh masyarakat 

tradisional dan moderat di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul 

terhadap setuju atau tidaknya perkawinan wanita hamil akibat zina. Pada 

penelitian ini ditinjau dari sisi kualitasnya, dari sampel 10 tokoh masyarakat, yang 

menolak kawin hamil itu lebih banyak, yaitu 5 tokoh masyarakat menolak adanya 

kawin hamil dan 4 tokoh masyarakat membolehkan, sedangkan 1 tokoh 

masyarakat menghormati antara yang membolehkan dan melarangnya. Pandangan 

                                                           
10 Pedoman Teknik Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 

3. 
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para tokoh masyarakat juga dilihat dari maslahat dan madharatnya pada Pasal 53 

KHI.11  

Disusul dengan skripsi lain adalah skripsi yang dilakukan oleh Gugat Budi 

Prasongko yang berjudul “Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh 

Agama Kelurahan Panjer KEC. Kebumen KAB. Kebumen”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Gugat Budi Prasongko ini menjelaskan pandangan Tokoh Agama 

Kelurahan Panjer KEC. Kebumen KAB. Kebumen mengenai pembolehan nikah 

hamil yang didasarkan pada pendapat para imam madzhab yang sebagian besar 

membolehkan kawin hamil karena tidak terhalang oleh larangan yang ada dalam 

sebuah perkawinan. Sementara itu, bila berkenaan dengan realita sekarang maka 

para tokoh agama berpendapat agar menambah keimanan di zaman modern ini.12  

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang dilakukan oleh Aji 

Muhammad Sidiq yang berjudul “Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi 

Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor yang 

melatarbalakangi terjadinya hamil pra nikah seperti, adanya pergaulan bebas, 

kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pendidikan agama, kebebasan 

menonton video porno, mudahnya mendapatkan tempat untuk berbuat zina, dan 

adanya sedikit paksaan dari pasangan. Sementara itu, Pandangan pelaku sendiri 

                                                           
11Misbah Aulawi, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. 

Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat Dan Madharat Terhadap Pasal 53 

KHI)”, Skripsi, (Yogykarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006). 

12 Gugat Budi Prasongko, “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama 

Kelurahan Panjer KEC. Kabumen KAB. Kebumen”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2012).   
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terhadap nikah hamil yang berada di Kelurahan Karangmojo sebagian besar 

menganggap perbuatan tersebut bukanlah hal yang baik dan mereka 

menyadarinya. Akan tetapi, apabila tidak dilanjutkan dengan pernikahan nantinya 

akan berdampak negatif bagi pandangan masyarakat kepada keluarga dan 

pelaku.13  

 Selain pendeketan empiris juga terdapat beberapa penulisan skripsi 

melalui pendekatan studi pustaka yang dilakukan oleh Ishak Tri Nugroho yang 

berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid 

Syari’ah)”. Penelitian ini meneliti mengenai aturan hukum kawin hamil dalam 

Pasal 53 KHI dan perkawinan wanita hamil yang ditinjau dari maqashid syari’ah 

dalam Pasal 53 KHI yakni maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam 

dalam perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili atau perkawinan 

wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.14  

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Muhammad Tamyiz Ridho yang 

berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)” Juga menekankan pada 

penelitian ini yang menitikberatkan pada Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum 

perkawinan wanita hamil dari zina yang membolehkan untuk melakukan 

perkawinan dan dianggap sah dengan alasan yaitu menutup aib, memperoleh 

                                                           
13 Aji Muhammad Sidiq, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun 

Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi, 

(Surakarta: Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 2017). 

14 Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan 

Maqashid Syari’ah)”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). 
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status dan perlindungan anak. Menurut ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, sah atau tidaknya dilakukan menurut hokum agama 

atau kepercayaan masing-masing yang dianut.15 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun 

lakukan, banyak yang membahas tentang perkawinan wanita hamil. Akan tetapi, 

dari beberapa karya ilmiah dan tulisan diatas belum ada yang meneliti tentang 

topic penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, penyusun beranggapan 

bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk dibahas lebih lanjut. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Kesadaran Hukum 

Pemahaman masyarakat mengenai perkawinan wanita hamil tidak lepas 

dari adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku 

diatur oleh hukum.16 Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator 

pengetahuan hukum, sifat hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap 

hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran 

hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga 

akan ikut rendah. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi dari masyarakat akan 

sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan 

                                                           
15 Muhammad Tamyiz Ridho, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut 

Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)”, Skripsi, (Jakarta: Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014). 
16 Retnoningsih Anna Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, (Semarang: 

Widia Karya, 2005). 
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menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum 

baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang 

berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.  

Menurut Soerjono Soekanto kesadahan hukum yang tinggi mengakibatkan 

warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila 

kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga 

tidak tinggi.17 Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai 

yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum 

yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang 

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu konsepsi lain yang erat 

kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan 

hukum. Ajaran-ajaran kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara 

hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif. Konsepsi 

kebudayaan hukum lebih tepat, karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan 

dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan manusia dalam masyarakat. Hal ini 

memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-nilai dan berprosesnya nilai-nilai 

menjadi hukum.18 

 

                                                           
17http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-

kesadaran.html?m=1 Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 06.59 WIB. 

18 Suryono Sukanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 

1982), hlm. 154. 

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1
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2. Kepemimpinan Tradisional 

Berdasarkan dari banyaknya teori-teori yang menjelaskan mengenai 

pemahaman masyarakat, maka penyusun mengambil salah satu teori yaitu 

mengenai kepimpinan tradisional. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

(yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang 

dipimpin atau pengikut-pengikutnya).19 Menurut Max Weber kepemimpinan 

memiliki 3 (tiga) tipe yaitu kepemimpinan kharismatik, kepemimpinan tradisional 

dan kepemimpinan rasional (legal). Dari ketiga tipe tersebut maka penyusun 

mengkaitkan pemahaman masyarakat dengan teori kepemimpinan tradisional. 

Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang memiliki keabsahan 

berdasarkan kesucian suatu tradisi tertentu yang hidup ditengah masyarakat. 

Ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur 

kepemimpinan disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap suatu yang 

bersifat kontinu. 

Menurut Max Weber kepemimpinan tradisional adalah sarana yang 

ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara. Jika tidak ada yang menantang 

kepemimpinan tradisional atau pemimpin kelompok, pemimpin akan tetap 

dominan. Juga baginya blok kekuasaan tradisional perkembangan yang rasional-

legal dengan bentuk kepemimpinan akan memberi sudut pandang sangat parsial.20 

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seorang maupun sekelompok orang. 

                                                           

19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 

1996), hlm. 318. 
20 http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas--max-weber-legal.html?m=1 

Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB. 

http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas--max-weber-legal.html?m=1
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Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi 

pemimpin dalam suatu kelompok. Kelompok mana sudah lama mempunyai 

kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang dipunyai oleh seseorang atau 

sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan 

khusus. Akan tetapi karena kelompok tersebut mempunyai kekuasaan dan 

wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Demikian 

lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan, masyarakat percaya 

dan mengakui kekuasaannya.21 

Pada masyarakat dimana pemimpin mempunyai wewenang tradisional, 

tidak ada pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-

kemampuan pribadi seseorang. Dalam hal ini seringkali hubungan kekeluargaan 

memegang peranan penting di dalam pelaksanaan wewenang. Kepercayaan serta 

kehormataan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang 

tradisional biasanya mempunyai fungsi memberikan ketenangan pada masyarakat. 

Karenanya masyarakat mengingatkan diri pada tradisi. Wewenang tradisional 

dapat juga berkurang dan bahkan hilang, antara lain karena pemegang wewenang 

tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Memang, masyarakat yang 

menyandarkan diri pada tradisi biasanya lambat dalam berkembang, akan tetapi 

tetap akan mengalami perubahan. Dengan demikian wewenang yang 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1996), hlm. 312. 
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menyandarkan diri pada tradisi, harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan kemasyarakat.22 

Kepemimpinan tradisional sangat penting bagi masyarakat, sebagai 

pemimpin berkewajiban untuk menjaga agar perkembangan masyarakat tidak 

menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa dihargai oleh 

masyarakat.   Sebagaimana masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap 

pemimpin tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan. Yang dimaksud dengan 

kepemimpinan tradisional pada masyarakat yaitu Kepala Dukuh dan para ulama. 

Dengan demikian jelas bahwa Pemahaman masyarakat terkait ketentuan 

perkawinan wanita hamil dapat dipahami dari Kepala Dukuh dan para Ulama. 

Sebagaimana sebagian para ulama berpendapat bahwa seorang wanita hamil boleh 

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain, yang 

kemudian dilakukan nikah ulang setelah bayi tersebut lahir.  

F. Metode Penelitian 

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan alasan, praktik, 

                                                           
22 Ibid,. hlm. 313. 
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pemahaman, pendapat, sikap, dan harapan masyarakat terkait dengan perkawinan 

wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel Sleman. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggunakan data 

mendiskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu 

kesimpulan yang objektif, dan konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang 

dilakukan pada penelitian ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum, yakni pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang 

mengapa manusia patuh hukum dan mengapa dia gagal mematuhi hukum tersebut 

dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.23 Penyusun akan 

menggambarkan pemahaman masyarakat terkait kawin hamil di Desa Pondokrejo 

Tempel kemudian akan digali informasi tentang praktik perkawinan wanita hamil 

di Desa Pondokrejo Tempel. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data primer yang diperoleh langsung dari 

lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-

                                                           

23 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 12. 
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pihak yang mengetahui mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh 

penulis.24 Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial 

dan struktur masyarakat Desa Pondokrejo dan juga dari sisi mereka dalam 

mengetahui masalah perkawinan wanita hamil. Dari sana di tentukan 

orang-orang yang menjadi sumber data penelitian, adalah tokoh 

masyarakat dan masyarakat yang mengetahui keadaaan, kondisi, serta 

kondisi lingkungan yang ada di Desa Pondokrejo, seperti: Kepala Desa, 

Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, masyarakat dan orang-orang yang 

mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan 

merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak 

langsung.25 Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder 

melalui: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dalam masyarakat, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-

                                                           
24 Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42. 

25 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 

85.  
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Undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  dan Kompilasi Hukum Islam. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini 

penulis memperoleh bahan hukum sekunder melalui hasil penelitian 

atau olahan orang lain yang sudah menjadi buku-buku, karya ilmiah, 

artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan 

skripsi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan.26 Pada penelitian ini observasi dilakukan di 

Desa Pondokrejo Tempel Sleman.  

b.Wawancara 

                                                           
26 M. Djunaidi Ghony; Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 165. 
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Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) 

dengan cara tanya jawab tentang fenomena perkawinan wanita hamil. 

Teknik wawancara (interview)27 yang penyusun gunakan dalam penelitian 

ini adalah structured interview (wawancara terstruktur), yang mana 

pernyataan-pernyataan telah dirumuskan terlebih dahulu, dan informan 

diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau 

ketentuan dari masalah.28   

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa 

dokumen, data tersebut, bisa berupa letak geografis, demografis, maupun 

kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam 

penyusunan skripsi. 

6. Analisis Data 

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah 

dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperlukan dilapangan dan tanggapan 

peneliti. Seluruh data penelitian yang telah dikelompok ataupun diperoleh 

kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan 

                                                           
27 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72. 

28M. Djunaidi Ghony; Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar 

Ruzz Media, 2012), hlm. 182. 
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di bahas.29 Dalam hal ini penyusun menjelaskan lebih dahulu berbagai hal tentang 

alasan-alasan, faktor pendukung, dan kendala perkawinan hamil dari pemahaman 

masyarakat Pondokrejo, kemudian diambil tindakan-tindakan konstruktif apakah 

idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul-

betul sesuai dengan tujuan di ciptakannya suatu peraturan.  

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah: 

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang mengantarkan seluruh 

pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika Pembahasan. 

Bab kedua memberikan gambaran awal tentang perkawinan dan kawin 

hamil maka bab kedua diuraikan mengenai perkawinan dan kawin hamil: 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekilas praktik yang terdiri dari 

beberapa sub bab meliputi: perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang yang 

didalamnya mencakup tentang pengertian perkawinan, hikmah dan tujuan 

perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, sub bab berikutnya kawin hamil 

dalam KHI dan Undang-Undang mencakup pengertian kawin hamil, kehamilan 

                                                           
29 Soetrisno Hadi, Metodelogi Riseach Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1985), hlm. 14. 
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menurut hukum Islam, kawin hamil menurut hukum positif. Sub bab berikutnya 

mengenai faktor dan macam-macam terjadinya kehamilan pra nikah. 

Bab ketiga mendiskripsikan tentang pemahaman hukum perkawinan 

wanita hamil dalam masyarakat desa pondokrejo kec. Tempel kab. Sleman 

yagoyakarta. Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah desa, demografi, kondisi 

ekonomi, kondisi sosial dan keagamaan. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan tentang fenomena sikap dan perilaku remaja di Desa Pondokrejo dan 

pemahaman masyarakat terhadap perkawinan di Desa Pondokrejo. 

Bab keempat berisi tentang praktik perkawinan wanita hamil di Desa 

Pondokrejo Kec. Tempel Kab. Sleman: alasan dan tipologi kawin hamil, yang 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu mengenai alasan perkawinan dalam kehamilan, 

mekanisme dan tipologi kawin hamil. 

Bab kelima berisi tentang penutup dimana terdapat kesimpulan dari hasil 

penelitan yang telah dilakukan oleh penulis, dan juga merupakan jawaban atas 

rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu pada bab ini juga terdapat saran-

saran yang diberikan oleh penulis yang diambil berdasarkan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian dengan pemahaman dan praktik kawin hamil di 

masyarakat Desa Pondokrejo penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

Pertama, terdapat beberapa alasan praktik kawin hamil pada masyarakat 

yang terbagi menjadi tiga yakni menutup aib, memperoleh status terhadap anak 

sebagaimana mereka memahami bahwa status anak penting untuk status hukum 

yang jelas, dan pertanggung jawaban dari pihak laki-laki yang telah 

menghamilinya. Akan tetapi, yang menjadi alasan mendasar perkawinan wanita 

hamil yaitu semata-mata untuk menutub aib wanita hamil tersebut. Alasan 

menutub aib ini lebih konkrit dari pada mencari status anak dan pertanggung 

jawaban laki-laki yang menghamilinya. Apabila sebuah aib sudah ditutupi melalui 

perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan adanya kebaikan-

kebaikan. Dengan adanya status anak yang jelas dan akan terlindungi nama baik 

wanita hamil tersebut. 

Kedua, pamahaman terkait dengan perkawinan wanita hamil terbagi 

menjadi dua yaitu pemahaman masyarakat yang melarang dan pemahaman 

masyarakat yang membolehkan kawin hamil. Pembolehan kawin hamil 

dikelompokkan menjadi dua yaitu diperbolehkan dengan syarat dan diperbolehkan 

tanpa syarat. Perkawinan diperbolehkan dengan syarat yaitu kedua pasangan 
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suami istri tidak diperbolehkan tinggal satu atap dan tidak boleh melakukan 

hubungan sex hingga bayi dalam kandungan telah lahir. Selain itu perkawinan 

yang diperbolehkan tanpa syarat yaitu melakukan perkawinan seperti layaknya 

perkawinan pada umumnya tanpa adanya syarat tertentu. Perkawinan tersebut 

dicatatkan agar mendapatkan legalitas hukum. Namun, meskipun mereka sudah 

merujuk pada Pasal 53 KHI beberapa masyarakat masih memahami bahwa 

perkawinan yang dilakukan dalam keadaan hamil perlu adanya pengulangan. 

Dengan adanya perkawinan ulang tersebut dilakukan setelah bayi dalam 

kandungan telah lahir, terhitung pada saat bayi lahir hingga selesai nifas yaitu 40 

(empat puluh) hari. Perkawinan ulang tersebut dilakukan oleh pemuka agama 

disetiap padukuhan.  

B. Saran 

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya 

permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para 

pembaca dan khususnya para instansi pemerintahan terkait antara lain: 

1. Hendaknya kebolehan adanya kawin hamil dalam hukum Islam dan 

hukum postif yaitu pada Pasal 53 KHI dipahami dengan baik, karena 

penyusun mengamati adanya pembolehan kawin hamil telah memicu 

masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang adanya kesadaran 

agamanya dan ketebalan imannya untuk melakukan hubungan seks 

sebelum adanya perkawinan. Karena dengan adanya kehamilan di luar 

nikah tidak menghalangi bagi mereka tetap melangsungkan perkawinan. 
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2. Akan lebih baik apabila pada pihak KUA memberikan masukan kepada 

pasangan kawin hamil untuk memberi penjelasan terkait adanya Pasal 53 

KHI, yang mengharuskan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya dan setelah kelahiran bayi tidak perlu adanya perkawinan 

ulang.  

3. Bagi pemerintah dan semua golongan masyarakat mari saling bahu-

membahu mnciptakan adanya kehidupan yang indah tanpa perbuatan 

asusila. Meskipun perbuatan tersebut sulit dilakukan, namun jika 

dilakukan melalui dari diri sendiri dengan menjaga dan tidak mendekati 

perbuatan zina insyallah bisa berjalan dengan indah dan nyaman.  
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